
Lampiran 1 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Kampus Universitas Islam Indonesia,  Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14, 5, Yogyakarta 55584 
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459;  Http://www.uii.ac.id; 

E-mail: rektorat@uii.ac.id 

 

PERATURAN UNIVERSITAS 
Nomor : 460/SK-Rek/Rek/X/2001 

TENTANG 
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) 

 

Bismillahirrahmanirrohiem 
 

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :  
Menimbang : a. bahwa UII sebagai Perguruan Tinggi yang 

bernafaskan  Islam, mengemban amanah 
untuk menyelenggarakan pendidikan guna 
membentuk manusia menjadi cerdas 
sekaligus berakhlaqul karimah; 

  b.  bahwa materi disiplin mahasiswa yang diatur 
dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 
72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin 
Mahasiswa UII, perlu disempurnakan dalam 
rangka mencapai tujuan penyelenggaraan 
pendidikan yang optimal; 

 

Mengingat : Pasal 48 ayat ( 5 ) Statuta UII. 
 

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembantu Rektor III dan 
Pembantu Dekan III di lingkungan UII, tanggal 
3 Maret 2001 dan 8 Maret 2001; 

  2. Hasil Rapat Pembantu Rektor III, Pembantu 
Dekan III di lingkungan UII dengan 
Lembagalembaga Kemahasiswaan UII, 
tanggal 9 Agustus 2001; 

 

Dengan Persetujuan Senat Universitas Islam Indonesia 
 

MEMUTUSKAN 



 

Menetapakan : Peraturan Universitas tentang Disiplin 
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia ( UII )  

BAB I 
Ketentuan Umum 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan : 
1. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh 

studi di UII; 
2. Peratuaran Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang 

mengatur tentang hak, kewajban, larangan, dan sanksi bagi 
mahasiswa UII; 

3. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang 
melanggar ketentuan peraturan disiplin ini; 

4. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang 
diselenggarakan oleh UII baik di dalam maupun di luar 
lingkungan UII; 

5. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra 
kampus yang berada di lingkugan UII sesuai dengan Peraturan 
Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) dari Keluarga 
Mahasiswa (KM ) UII; 

6. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UII, Dekan, 
atau Direktur Program yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, 
Pembantu Dekan III, atau Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan 
fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa 
untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada 
Pejabat yang berwenang menjatuhkan; 

 

BAB II 
Hak dan Kewajiban 

 

Pasal 2 
Hak 

 

(1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII; 

(2) Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan 



fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang 
kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di UII; 

(3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, 
ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama 
berada di lingkungan UII. 

 

Pasal 3 
Kewajiban 

 

(1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibakan memakai busana 
muslimah selama berada di lingkungan UII; 

(2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas 
dan sopan selama berada di lingkungan kampus; 

(3) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi 
seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di UII. 

 

BAB III 
Larangan-larangan 

 

Pasal 4 
 

(1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses 
belajar mengajar, dilarang  
a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada 

sobekannya; 
b. memakai celana pendek; 
c. memakai kaos tanpa kerah; 
d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu; 
e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu; 
f. memakai topi; 
g. memakai kaca mata gelap 
h. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris 

lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria; 
i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari 

warna aslinya; 
j. merokok di ruang kelas. 

 



(2) Setiapmahasiswa (putri) selama berlangsung proses belajar 
mengajar, dilarang : 
a. memakai busana yang terlihat auratnya; 
b. memakai busana yang ketat; 
c. memakai busana yang transparan; 
d. memakai kaca mata gelap; 
e. memakai makeup secara berlebihan; 
f. merokok; 
g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu. 

 
Pasal 5 

 
Setiap Mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan : 
a. menggunakan barang barang atau fasilitas milik UII atau 

Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari 
pejabat yang berwenang ; 

b. menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau 
pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan 
terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman 
barang-barang atau inventaris milik UII atau Lembaga 
Kemahasiswaan di lingkungan UII sampai laporan atau 
pertanggung jawabannya diterima oleh Rektor dan atau 
Lembaga Kemahasiswaan. 

c. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, 
spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari 
pejabat yang berwenang; 

d. menggangu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses 
belajar mengajar yang diselenggarakan UII; 

e. memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, 
karyawan, atau sesama mahasiswa UII; 

f. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang 
dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum; 

g. memiliki, membawa, menyimpan, emperdagangkan, 
memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, 
atau obat obat terlarang lainnya secara melawan hukum; 

h. melakukan penganiayaan; 



i. melakukan pencurian; 
j. melakukan pengrusakan; 
k. melakukan pemalsuan; 
l. melakukan penggelapan; 
m. melakukan penipuan; 
n. mengubah data milik UII secara melawan hukum; 
o. melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik 

pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII; 
p. melakukan perjudian; 
q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan 

seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat 
dipersamakan dengan itu; 

r. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba 
membunuh; 

s. melakukan perzinaan; 
t. melakukan pemerkosaan; 
u. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur 

hidup terhadap pajabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa UII; 
v. Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan penjiplakan karya 

ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Tugas Akhir, Tesis, atau 
Disertasi; 

w. Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan-perbuatan 
lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang 
berlaku di Indonesia; 

 

BAB IV 
Macam dan Bentuk Sanksi 

 

Pasal 6 
 

(1) Macam macam sanksi : 
a. sanksi disiplin Ringan; 
b. sanksi disiplin Sedang; 
c. sanksi disiplin Berat; 

(2) Bentuk sanksi disiplin Ringan dapat berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 



c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII; 
d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, 

atau menggunakan fasilitas UII. 
(3) Bentuk sanksi disiplin Sedang adalah berupa : 

a. tidak diperbolehkan ujian pendadaran, tesis atau disertasi 
b. tidak disperbolehkan mengikuti wisuda 
c. penahan ijazah dan transkrip nilai 
d. membayar ganti kerugian 
e. pembatalan beberapa mata kuliah  
f. skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) 

semester 
(4) Bentuk sanksi disiplin Berat adalah : 

a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UII; 
b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UII; 
c. pencabutan gelar dan ijazah; 

(5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun 
kumulatif. 

 

BAB V 
Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran 

 

Pasal 7 
Jenis Pelanggaran 

 

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah : 
(1) Pelanggaran Disiplin Ringan  
(2) Pelanggaran Disiplin Sedang  
(3) Pelanggaran Disiplin Berat 

 

Pasal 8 
Kualifikasi Pelanggaran 

 

(1) Perbuatanperbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai 
pelanggaran disiplin ringan adalah : 
a. melanggar ketentuan Pasal 3: atau 
b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau 
c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c. 



(2) Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai 
pelanggaran disiplin sedang adalah :  
a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan; 
b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

5 ayat (1) huruf b, d sampai denganhuruf q; 
(3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai 

pelanggaran disiplin berat adalah : 
a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang; 
b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

5 ayat (1) huruf r sampai denganhuruf u; 
c. melanggarketentuan Pasal 5 ayat (2). 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) 
pengkualifikasiannya sesuai dengan peraturan ini dengan 
mempertimbangkan putusan pengadilan. 

 

Pasal 9 
 

(1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi displin pemberhentian 
secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah 
yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lainlain yang berkaitan 
dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya; 

(2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian 
secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah; 

 

BAB VI 
TIM DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN 

 

Pasal 10 
Tim Disiplin 

 

(1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang yang 
dapat berasal dari pejabat , dosen , atau karyawan. 

(2) Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran 
disiplin sedang atau berat; 

(3) Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat 
yang mengeluarkan surat tugas. 

 

Pasal 11 



Acara Pemeriksaan 
 

(1) Rektor, Dekan, atau Direktur Program UII membentuk Tim Disiplin 
selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah memerima 
laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh mahasiswa UII; 

(2) Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang 
bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian 
dan pengumpulan fakta; 

(3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada 
ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat 
terakhir yang tercatat di UII; 

(4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali 
dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke 
dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap 
telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan 
tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan; 

(5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban 
membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat : 
a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa 

yang bersangkutan; 
b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi); 
c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan 

haknya ); 
d. Analisis kasus; 
e. Simpulan; 
f. Rekomendasi sanksi; 

(6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan 
secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang 
anggota Tim Disiplin yang dibentuk. 

(7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh 
seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis; 

(8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (5) di atas harus ditandatangani oleh seluruh 
anggota Tim Disiplin; 



(9) Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan 
dianggap menyetujui BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) yang 
dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa; 

 

BAB VII 
Penjatuhan Sanksi 

 

Pasal 12 
 

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah : 
a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh 

Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan UII. 
b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh 

Dekan atau Direktur Program di lingkungan UII 
c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor UII 

(2) Penjatuhan sanksi disiplin sedang harus mendapat persetujuan 
dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin berat 
harus mendapatkan persetujuan dari senat Universitas; 

 

BAB VIII 
Pembelaan Mahasiswa 

 

Pasal 13 
 

(1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di 
hadapan Tim Disiplin; 

(2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas 
dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, 
mengahdirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh 
Lembaga Kemahasiswaan; 

 

 

BAB IX 
Putusan dan Isi Putusan 

 

Pasal 14 
 

(1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam 
bentuk Surat Keputusan Dekan, atau Direktur Program, 
sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus 
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. 

(2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 



di atas memuat: 
a. kepala keputusan; 
b. konsinderan 
c. diktum 
d. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang 

menjatuhkan sanksi; 
 

BAB X 
Ketentuan Tambahan 

Pasal 15 
 

(1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing dihitung masa 
studi. 

(2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) 
diatas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar 
uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan 
mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa 
UII; 

(3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) 
tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non 
akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing. 

 

BAB XI 
Ketentuan Penutup 

 

Pasal 16 
 

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Universitas ini, maka Surat 
Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin 
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku lagi; 

(2) Peraturan Universitas ini diberlakukannya sejak tanggal 
ditetapkan. 

 

Alhamdulillahirobbil’alamiin 
“Billahi taufiq wal hidayah” 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada Tanggal 10 Oktober 2001 

 
Rektor 



 
 

 
Prof. H. Zaini Dahlan, M.A. 

Lampiran 2 

 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Kampus Universitas Islam Indonesia,  Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14, 5, Yogyakarta 55584 
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459;  Http://www.uii.ac.id; 

E-mail: rektorat@uii.ac.id 

 

PERATURAN REKTOR 
Nomor : 33/Rek/20/DA/XII/2011 

Tentang 
KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN 

PADA PROGRAM STUDI STRATA-1 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) 

 
Bismillahirrahmanirrohiem 

 
Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :  
Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada 
Program Studi Strata-1 di Universitas Islam 
Indonesia; 

  b. bahwa kehadiran mahasiswa dalam 
perkuliahan merupakan suatu komponen 
yang sangat penting dalam peningkatan 
kualitas pembelajaran; 

  c. bahwa untuk menerapkan secara konsisten 
aturan tentang kehadiran mahasiswa dalam 
perkuliahan diperlukan suatu Peraturan 
Rektor. 

 
Mengingat :  1. Statuta Universitas Islam Indonesia 2009; 



  2. Peraturan Universitas No. 
01/Per.Univ./BAAK/VII/2005 tentang Proses 
Belajar Mengajar pada Program Studi 
Strata-1 di lingkungan Universitas Islam 
Indonesia. 

  3. Peraturan Rektor No. 600/SK-
Rek/DOSDM/VII/2010 tentang Sasaran 
Mutu Universitas. 

 

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas dan 
Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas 
Islam Indonesia, tanggal 14 Desember 2011. 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  : PERATURAN REKTOR TENTANG KEHADIRAN 
MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN PADA 
PROGRAM STUDI STRATA-1 UNIVERSITAS 
ISLAM INDONESIA. 

 

Pasal 1 
 

Mahasiswa wajib untuk hadir dalam perkuliahan setidak-tidaknya 
75 (tujuh puluh lima) persen dari kehadiran dosen  
 
pada mata kuliah yang bersangkutan. 
 

Pasal 2 
 

Mahasiswa yang hadir kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berhak mengikuti Ujian 
Akhir Semester dan Ujian Remediasi pada mata kuliah tersebut. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di : Yogyakarta 
Pada tanggal : 21 Muharram 1433 H 
  16 Desember 2011 M 



 
 

                                            Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  
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UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
Kampus Universitas Islam Indonesia,  Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14, 5, Yogyakarta 55584  

Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459;  Http://www.uii.ac.id;  

E-mail: rektorat@uii.ac.id 

 

SURAT KEPUTUSAN REKTOR 
Nomor : 790/SK-Rek/20/DA/XII/20l3 

TENTANG 
KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM JENJANG STRATA SATU (SI) 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setelah; 
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri 

Pendidkikan Nasional Republik Indonesia, 
mengenai penyusunan Kurikulum dan Kurikulum 
Inti Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu 
melakukan Penataan Kurikulum bagi Program 
Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia 
khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum 
Jenjang Strata Satu (S-1) 

 b. bahwa untuk mewujudkan Universitas Islam 
Indonesia sebagai rahmatan lil ‘alamin yang 
memiliki komitmen pada kesempatan risalah 
Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, 
pengabdian pada masyarakat, dan dakwah 
serta mampu menghasilkan lulusan yang 
bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu 
ke Islaman dan mampu menerapkan nilai-nilai 
Islami, serta memiliki daya saing tinggi, maka 



dipandang perlu menetapkan kurikulum 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Islam Jenjang Strata-Satu (S-l) yang 
merupakan perpaduan Kurikulum Inti dan 
Kurikulum Institusional. 

 c. Bahwa kurikulum Program Studi Ilmu Hukum 
Jenjang Strata-Satu (S-l) Fakultas Hukum 
merupakan pengembangan kurikulum untuk 
merespon atas dinamika kebutuhan bidang 
akademik pada era global dan disesuaikan 
dengan tuntutan dan perkembangan saat ini 
yang berbasis kompetensi sebagai upaya 
peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan 
kompetensi. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, 
tentang Sistem Pendidikan Tinggi, pasal 35; 

 2. Peraturan Pemerintah, Nomor 60 Tahun 1999, 
tentang Pendidikan Tinggi; 

 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, 
Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, 
Nomor: 045/U/2000, tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi; 

 5. Statuta Universitas Islam Indonesia tahun 
2009; 

 6. Peraturan Rektor Nomor : 21/Rek/20/DA/2009 
tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Perkuliahan Mata Kuliah Universitas Program 
Strata Satu (s-1) untuk Program Studi Di 
Lingkungan Universitas Islam Indonesia. 

 7. Peraturan Rektor Nomor: 
10/Rek/PR/20/DA/IV/2010 tentang Pedomam 
Penyusunan Kurikulum Program Diploma, 



Sarjana, dan Pasca Sarjana di Lingkungan 
Universitas Islam Indonesia 

 

Memperhatikan : Surat Badan Pengembangan Akademik 
Universitas Islam Indonesia, Nomor: 
2927/Ka.BPA;20 8PA XII/2013, perihal respon 
Pengesahan Kurikulum 2013 Prodi (SI) Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KURIKULUM 
2013 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG 
STRATA-SATU (S-l) FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

 Pasal 1 
Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Jenjang 
Strata-Satu (S-l) Fakultas Hukum penjabaran 
dan pelaksanaan dari Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional RI Nomor: 232/U/2000 
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional RI Nomor: 045/U/2000, tentang 
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Bekerjasama 
dengan Ditjen Dikti Depdiknas, Kolegium dan 
institusi pendidikan, kemudian kebijakan 
tersebut diaplikasikan dan dikembangkan 
menjadi kurikulum baru yang disesuaikan 
dengan tuntutan dan perkembangan saat ini. 
Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai upaya 
penjaminan mutu terhadap lulusan sesuai 
dengan kompetensi yang diharapkan. 

 

 Pasal2 



Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter 
Jenjang Strata-Satu (S-l) Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia sebagaimana 
termuat dalam lampiran keputusan Rektor ini, 
dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS) 
berjumlah 147 sks yang terdiri atas: 

Kurikulum Inti 76 SKS 

MK. Pengembangan Kepribadian  MPK 6 SKS 

MK. Keilmuan dan Ketrampilan  MKK 51 SKS 

MK. Keahlian Berkarya  MKB 11 SKS 

MK. Perilaku Berkarya  MPB 4 SKS 

MK. Berkehidupan Bersama  MBB 4 SKS 

Kurikulum Institusional 71 SKS 

MK Institusional Wajib 59 SKS  

MK. Pengembangan Kepribadian MPK 6 SKS 

MK. Keilmuan dan Ketrampilan  MKK 42 SKS 

MK. Keahlian Berkarya MKB 5 SKS 

MK. Perilaku Berkarya MPB 2 SKS 

MK. Berkehidupan Bersama MBB 4 SKS 

MK Institusional Pilihan - Wajib 12 SKS  

MK Pilihan Bebas MKK 8 SKS 

MK Pilihan Hukum Islam MKK 2 SKS 

MK Pilihan Pendidikan Kemahiran MKK 2 SKS 

 
Pasal 3 

Kewenangan menempatkan mata kuliah dalam 
kurikulum ini pada masing-masing semester 
diserahkan pengaturannya kepada Program Studi 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

 
Pasal 4 

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
Ditetapkan di : Yogyakarta 
Pada tanggal  : 27 Shaffar 1434 H 
  30 Desember2013 



 

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. 
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Lampiran 7 
 

PERATURAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

NOMOR 01 TAHUN 2000 

TENTANG 

DISIPLIN BERBUSANA MAHASISWA 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia : 
 
Menimbang : a. bahwa berbusana yang baik dan sopan 

merupakan cermin jatidirisetiap muslim 
dan muslimah yang berakhlaqul karimah; 

  b. bahwa berbusana yang baik sangat 
kondusif bagi terciptanya kelancaran 
proses belajar dan mengajar; 

  c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan 
misi UII sebagai lembaga pendidikan tinggi 
yang bernafaskan Islam yang bertujuan 
membentuk intelektual muslim, maka 
disiplin mahasiswa dalam berbusana 
sangat diperlukan; 

  d. bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin 
berbusana mahasiswa dipandang perlu 
menyempurnakan Surat Keputusan Dekan 
Fakultas Hukum UII Nomor : 
16/D.IV/SK/Dek/H/III/1998 tentang 
Disiplin Berbusana Mahasiswa Fakultas 
Hukum UII; 

 
Mengingat : Pasal 6, 7, 8, dan Pasal 46 Statuta UII; 
 
Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Kerja Fakultas Hukum 

UII TA. 1996/1997 



  2. Hasil Rapat Dekanat dengan Ketua-ketua 
Departemen, Kepala PSH, Laboratorium 
Fakultas Hukum UII, tanggal 29 Desember 
1997; 

  3. Usulan Lembaga Kemahasiswaan dan 
Pengurus Takmir Masjid Fakultas Hukum 
UII, tanggal 11 November 1997; 

  4. Hasil Rapat Dekanat Fakultas Hukum UII 
dengan Ketua-ketua Departemen, Kepala 
Pusat di Lingkungan Fakultas Hukum UII, 
tanggal 10 Agustus 2000; 

  5. Rapat Senat Fakultas Hukum UII tanggal 
22 Desember 2000; 

 

Dengan Persetujuan 
Senat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

 
Menetapkan : Peraturan Fakultas Hukum UII tentang 

Disiplin Berbusana Mahasiswa Fakultas 
Hukum UII. 

 
BAB I 

Ketentuan Umum 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Fakultas Hukum UII ini, yang dimaksud dengan : 
a. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan sedang studi 

di Fakultas Hukum UII pada Tahun Akademik yang sedang 
berlangsung. 

b. Busana mahasiswa adalah pakaian baik dan sopan yang harus 
dipakai oleh setiap mahasiswa selama berada di lingkungan 
kampus; 

c. Busana muslimah adalah pakaian menutup aurat yang harus 
dipakai oleh setiap mahasiswa putri selama berada di lingkungan 
kampus; 



BAB II 
Hak dan Kewajiban 

 

Pasal 2 
 

(1) Setiap mahasiswa yang berbusana baik dan sopan/berbusana 
muslimah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dan 
bimbingan dari Fakultas; 

(2) Setiap mahasiswa yang berbusana baik dan sopan/berbusana 
muslimah mempunyai hak untuk menggunakan atau 
memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan oleh Fakultas 
dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar; 

(3) Setiap mahasiswa yang berbusana baik dan sopan/berbusana 
muslimah mempunyai hak untuk berperan serta menciptakan 
lingkungan berbusana yang baik dan sopan/ berbusana 
muslimah di lingkungan Kampus dalam menunjang kelancaran 
proses belajar dan mengajar; 

 

Pasal 3 
 

(1) Setiap mahasiswa diwajibkan memakai busana baik dan 
sopan/busana muslimah selama berada di lingkungan kampus; 

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berperan serta dalam 
menciptakan lingkungan berbusana baik dan sopan/berbusana 
muslimah selama berada di lingkungan kampus; 

 
 

BAB III 
Larangan-larangan 

 

Pasal 4 
 

(1) Dalam berbusana baik dan sopan di lingkungan kampus, maka 
bagi mahasiswa (putra) dilarang: 
a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya; 
b. memakai kaos tanpa kerah; 
c. memakai celana pendek; 
d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu; 
e. memakai sendal atau yang dapat dipersamakan dengan itu; 



f. memakai topi selama berlangsungnya proses belajar mengajar; 
g. memakai gelang (pada tangan atau kaki), kalung, anting-

anting (pada telinga, hidung, dan lain-lain), atau asesoris 
lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria; 

h. memakai kaca mata gelap selama berlangsung proses belajar 
mengajar; 

i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari 
warna aslinya; 

 

(2) Dalam berbusana yang baik dan sopan di lingkungan kampus, 
maka bagi mahasiswa (putri) dilarang: 
a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya; 
b. memakai celana panjang, rok, baju, atau kaos yang ketat; 
c. memakai rok atau celana panjang yang panjangnya diatas 

lutut; 
d. memakai rok atau celana panjang yang mempunyai belahan 

sampai ke atas lutut; 
e. memakai kaos tanpa kerah; 
f. memakai rok atau celana panjang, baju, atau kaos yang 

transparan; 
g. memakai baju atau kaos tanpa lengan; 
h. memakai sendal atau yang dapat dipersamakan dengan itu; 
i. memakai topi selama berlangsungnya proses belajar 

mengajar; 
j. memakai kaca mata gelap selama berlangsung proses belajar 

mengajar; 
k. memakai make-up secara berlebihan; 
l. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari 

warna aslinya; 
 

BAB IV 
Wewenang Dosen, Pegawai Administrasi, dan Satpam 

 

Pasal 5 
 

(1) Setiap dosen memiliki wewenang menolak kehadiran 
mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 di 



ruang kelas, bimbingan, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
proses belajar mengajar; 

(2) Setiap pegawai administrasi berwenang menolak memberikan 
pelayanan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan-
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 
Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4; 

(3) Satpam memiliki wewenang untuk menolak setiap mahasiswa 
memasuki lingkungan kampus yang melanggar ketentuan Pasal 
3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4; 

 

BAB V 
Ketentuan Sanksi 

 

Pasal 6 
 

(1) Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), 
dan Pasal 4, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti 
perkuliahan, mengikuti ujian, menggunakan fasilitas-fasilitas 
yang disediakan, dan mendapatkan pelayanan untuk segala 
macam urusan sebagaimana mestinya; 

(2) Mahasiswa yang memaksakan diri untuk mengikuti kuliah, 
mengikuti ujian, bimbingan, pelayanan, sebagaimana dimaksud 
ayat (1) diatas dapat dikenakan sanksi akademis oleh Dekan 
berdasarkan laporan atau pengaduan dari Dosen, Pegawai 
Administrasi, atau Satpam; 

 

BAB VI 
Ketentuan Penutup 

 

Pasal 7 
 

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Fakultas ini, maka Surat 
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 
16/D.VI/SK/Dek/H/III/1998 tentang Disiplin Berbusana 
Mahasiswa Fakultas Hukum UII dinyatakan tidak berlaku lagi; 

 (2) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) akan diberlakukan secara bertahap, 
yakni: 



a. Terhitung sejak Peraturan Fakultas ini diberlakukan, maka 
setiap mahasiswa putri diwajibkan memakai busana 
muslimah di lingkungan kampus pada setiap hari Senin 
dan Jum’at; 

b. Terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 
2001/2002, maka setiap mahasiswa putri diwajibkan 
memakai busana muslimah setiap hari. 

(3) Peraturan Fakultas ini dinyatakan berlaku pada tanggal 
ditetapkan; 

 
Ditetapkan di Yogyakarta  

Pada tanggal 22 Desember 2000 
Dekan 

 
 
 
 

   MUH. BUSJRO MUQODDAS, S.H. M. Hum 
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PERATURAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

NOMOR: 02 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN TUGAS AKHIR 
PADA PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 
 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas 
pembimbingan dan pengujian tugas akhir 
mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia diperlukan adanya suatu 
pedoman; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada 
huruf a diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia Tentang Pedoman 
Pembimbingan dan Pengujian Tugas Akhir 
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; 

 
Mengingat : 1. Peraturan Universitas Nomor 

03/PU/Rek/VII/201 tentang Jabatan 
Fungsional, Pangkat, dan Angka Kredit 
Dosen Universitas Islam Indonesia; 

  2. Surat Keputusan Rektor No 790/SK-
Rek/20/DA/XII/2013 tentang Kurikulum 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Jenjang Strata Satu (S1) Universitas 
Islam Indonesia; 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 
ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN 
PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN TUGAS 
AKHIR PADA PROGRAM STUDI SARJANA 
ILMU HUKUM. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Fakultas ini yang dimaksud dengan: 
1.  UII adalah Universitas Islam Indonesia. 
2.  Fakultas adalah Fakultas Hukum UII. 
3.  Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum UII. 
4.  Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum UII yang selanjutnya disingkat Kaprodi. 
5.  Departemen adalah  Ketua Departemen di lingkungan Fakultas    

Hukum UII yang selanjutnya disingkat Kadep. 
6.  Divisi Administrasi Akademik yang selanjutnya Disingkat DAA 

adalah divisi yang membidangi administrasi akademik 
pembimbingan dan pengujian Tugas Akhir di FakultasHukum UII. 

7. Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat TA adalah karya tulis ilmiah 
berupa Skripsi, Legal Memorandum, atau Studi Kasus Hukum 
(SKH) yang wajib dibuat oleh setiap mahasiswa sebelum 
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII. 

8. Pembimbingan TA adalah bimbingan TA yang dilakukan oleh 
seorang dosen atau beberapa dosen terhadap TA yang dibuat 
oleh mahasiswa. 

9. Pengujian TA  atau disebut Pendadaran adalah pengujian TA oleh 
Tim Penguji dalam suatu majelis yang diselenggarakan untuk 
keperluan itu. 

10. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditetapkan dengan SK 
Dekan untuk membimbing TA mahasiswa. 

11. Dosen Penguji TA adalah dosen yang ditetapkan dengan SK Dekan 
untuk menguji TA mahasiswa 



12. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum UII. 

 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN TA 

 

Bagian Kesatu 
Asas Pembimbingan dan Pengujian TA 

 

Pasal 2 
 

Pembimbingan dan pengujian TA berdasarkan asas: 
a. Edukatif, yaitu pembimbingan dan pengujian yang dilakukan oleh 

dosen bersifat mendidik; 
b. tanggung jawab akademik, yaitu pembimbingan dan pengujian 

yang dilakukan oleh dosen tidak dapat dilepaskan dari tanggung 
jawab sebagai dosen. Oleh karena itu setiap dosen wajib untuk 
membimbing dan menguji TA mahasiswa, sehingga tanda alasan 
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dosen dilarang menolak untuk melaksnakan kewajiban ini; 

c. proporsionalitas, yakni dalam memberikan pembimbingan dan 
pengujian dosen haruslah memperhatikan kemampuan 
mahasiswa; 

d. profesionalitas, yaitu dalam melakukan pembimbingan dan 
pengujian dosen harus bersifat objektif dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai akademik; dan 

e. musyawarah, yaitu dalam melakukan pembimbingan dan 
pengujian segala persoalan yang timbul dan pengambilan 
keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai 
keputusan yang adil dan demokratis. 

 

Bagian Kedua 
Tujuan Pedoman Pembimbingan dan Pengujian TA 

 

Pasal 3 
 

Pedoman pembimbingan dan pengujian  TA bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kualitas pembimbingan dan pengujian TA; 



b. mengimplementasikan sistem pembimbingan dan pengujian TA 
yang berlandaskan budaya dan etika akademik yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik; 

c. mengimplementasikan sistem pembimbingan yang efektif dan 
efesien agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu; 
dan 

d. mencegah terjadinya plagiasi  TA dan pelanggaran akademik 
lainnya. 

 

BAB III 
JENIS-JENIS TA 

 

Pasal 4 
 

(1) Jenis-jenis TA adalah: 
a. Skripsi; 
b. Studi Kasus Hukum (SKH); atau 

c. Legal Memorandum (LM) 
(2) Setiap mahasiswa sebelum menyelesaikan studi program sarjana 

wajib menulis salah satu TA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(3) Penulisan TA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui 2 (dua) tahap, yaitu: 
a. Tahap penulisan proposal TA; dan 
b. Tahap penulisan  laporan akhir TA. 

(4) Penulisan TA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibimbing 
oleh dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Dekan. 

 

BAB IV 
SEMINAR PROPOSAL TA 

 

Pasal 5 
 

(1) Sebelum menyusun laporan akhir TA, mahasiswa terlebih dahulu 
menyusun proposal TA. 

(2) Proposal TA yang telah mendapatkan persetujuan dosen 
pembimbing wajib diseminarkan. 



BAB V 
PEMBIMBINGAN TA 

 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Dosen Pembimbing 

 

Pasal 6 
 

Dosen Pembimbing TA harus memenuhi syarat- syarat sebagai 
berikut: 
a. Berijazah paling rendah Magister (S2); dan 
b. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli berdasarkan 

Surat Keputusan Dirjen Dikti  atau pejabat yang berwenang 
berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Kedua 

Jangka Waktu Pembimbingan 
 

Pasal 7 
 

(1)  Pembimbingan TA dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali; 

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-
masing jangka waktunya adalah 3 (tiga) bulan. 

 

Bagian Ketiga 
Penggantian Dosen Pembimbing 

 

Pasal 8 
 

(1) Mahasiswa dapat melakukan penggantian dosen pembimbing. 
(2) Penggantian dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan apabila: 
a. hasil rekomendasi seminar proposal; 
b. kesulitan berkomunikasi dengan dosen pembimbing; atau 
c. jangka waktu pembimbingan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 7 ayat (1) telah berakhir. 



Bagian Keempat 
Pedoman Pembimbingan 

 

Pasal 9 
 

Perincian lebih lanjut tentang pedoman pembimbingan TA secara 
lebih rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Fakultas ini. 

 

BAB VI 
PENGUJIAN TA 

 

Bagian Kesatu 
Dosen Penguji TA 

 
Pasal 10 

 
Dosen Penguji TA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Berijazah paling rendah Magister (S2); dan 
b. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli berdasarkan 

Surat Keputusan Dirjen Dikti atau pejabat yang berwenang 
berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bagian Kedua 

Ujian TA 
 

Pasal 11 
 

(1) Ujian TA dilakukan dengan sistem majelis yang terdiri atas 1 
(satu) orang ketua yang merangkap anggota dan 2 (dua) orang 
anggota. 

(2) Komponen pengujian TA terdiri atas: 
a. Aspek substansi TA; 
b. Aspek metodologi dan penulisan; 
c. Aspek penguasaan terhadap asas-asas hukum, dan 

pengetahuan ilmu hukum umum yang terkait dengan TA; 
dan 

d. Aspek hukum Islam yang terkait dengan TA. 



(3) Ketua majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-
rendahnya berpangkat Lektor Kepala. 

(4) Dosen Pembimbing TA secara otomatis sebagai penguji TA. 
(5) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

Kewenangannya ditetapkanberdasarkan Surat Keputusan 
Dekan. 

 
Bagian Ketiga 
Penilaian TA 

 
Pasal 12 

 
(1) Setiap Dosen Penguji TA memberikan nilai atas TA yang diuji 
(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai komponen 

untuk menentukan  kelulusan mahasiswa. 
 

Bagian Keempat 
Pedoman Pengujian TA 

 
Pasal 13 

 
Perincian lebih lanjut tentang pedoman pengujian TA tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Dekan ini. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 14 
 

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, pembimbingan TA 
yang sedang berlangsung dapat tetap dilaksanakan sampai 
dengan habisnya jangka waktu pembimbingan TA. 

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, pengujian TA yang 
sedang berlangsung dapat tetap dilaksanakan mengikuti 
ketentuan yang lama. 

 



BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
 

(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang 
mengatur tentang pembimbingan dan pengujian TA tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Fakultas ini. 

(2) Peraturan Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal 4 Maret 2016 
Dekan Fakultas Hukum UII, 

 
 
 
 
 

                                          Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 10 
 

PERATURAN DEKAN 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  

NOMOR : 02/PD/Dek/Div.Urt/60/H/VIII/2015 

TENTANG  

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS 
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 
 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 
 

Menimbang   : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian 
Pencemaran Udara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang 
Merokok, dan Pasal 4 huruf b Peraturan 
Walikota Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 
2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, 
menetapkan tempat Kawasan Tanpa Rokok 
meliputi antara lain tempat proses belajar 
mengajar; 

b. bahwa Peraturan Dekan Fakultas Hukum UII 
Nomor 1 tahun 2013 tentang Kawasan Bebas 
Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia dipandang tidak 
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang 
terjadi di kampus Fakultas Hukum UII; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, 
perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia tentang 
Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.  



Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063). 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 
tentang Pengamanan Bahan yang 
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5380). 

3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 
188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan 
Tanpa Rokok (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49).  

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2009 Nomor 5). 

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2009 Nomor 42). 

6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 12 
Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 
Nomor 12). 
 

 



M E M U T U S K A N: 
 

Menetapkan         : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG 
KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN 
KAMPUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 
ISLAM INDONESIA 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 
2. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas. 
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. 
4. Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni selanjutnya 

disingkat BKKA adalah BKKA Fakultas. 
5. Dosen adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. 
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia baik Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan/atau 
Profesi. 

7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia. 

8. Tamu adalah semua orang yang berada di lingkungan kampus 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, selain dosen, 
mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 

9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan 
untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk 
rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang 
dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica, 
dan spesies lainnya atau sintesanya yang asapnya mengandung 
nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 



10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah 
tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, 
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau 
mempromosikan rokok di Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia. 

 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

Pengaturan KTR berdasarkan asas kesehatan lingkungan, asas 
keadilan, dan asas kepastian hukum.  
 

Pasal 3 
 

Pengaturan KTR bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kampus 
yang sehat dan bersih. 

 

BAB III 
KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal 4 
 

(1) KTR di Fakultas meliputi seluruh tempat atau lokasi di Fakultas, 
kecuali tempat atau lokasi yang ditetapkan sebagai tempat 
khusus merokok. 

(2) Tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
lingkungan Kampus Fakultas Hukum UII Jl. Taman Siswa No. 158 
Yogyakarta. 

 

BAB IV 
TEMPAT KHUSUS MEROKOK 

Pasal 5 
 

(1) Tempat khusus merokok di Fakultas ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Dekan. 

(2) Sebelum dikeluarkannya Keputusan Dekan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), seluruh tempat atau lokasi di Fakultas 
adalah KTR. 



(3) Tempat yang dapat ditetapkan sebagai Tempat Khusus 
Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung 

dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi 
dengan baik; dan 

b. terpisah dari ruang tempat belajar mengajar dan ruang 
tempat kerja. 

  
BAB V 

PENANDAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Bagian Kesatu 
Penandaan Tempat Khusus Merokok 

 

Pasal 6 
 

(1) Tempat Khusus Merokok diberi penandaan Tempat Khusus 
Merokok berdasarkan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 5 ayat (1). 

(2) Tempat atau lokasi yang tidak diberi penandaan Tempat Khusus 
Merokok adalah KTR. 

 

Bagian Kedua 
Sanksi Administratif 

 

Pasal 7 
 

(1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran 
KTR dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: 
a. peringatan lisan; 
b. peringatan tertulis; dan 
c. penundaan kenaikan gaji berkala. 

(2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran KTR dapat dikenakan 
sanksi administratif sebagai berikut: 
a. peringatan lisan; 
b. peringatan tertulis; dan 
c. skorsing. 



(3) Tamu yang melakukan pelanggaran KTR dapat dikenakan sanksi 
administratif sebagai berikut: 
a. peringatan lisan; dan 
b. tidak mendapatkan pelayanan dari Unit Kerja di Fakultas. 

 

Pasal 8 
 

(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) 
huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a 
dapat diberikan oleh setiap orang yang berada di Fakultas. 

(2) Apabila orang yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mengindahkan, dapat dilaporkan kepada 
BKKA dan/atau Satpam. 

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) 
huruf b dan huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c 
diberikan oleh Dekan atas laporan BKKA dan/atau Satpam. 

(4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) 
huruf b diberikan oleh BKKA, Satpam, dan/atau Unit Kerja yang 
dituju. 

(5) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  meliputi: 
a. Departemen; 
b. Laboratorium; 
c. PKPA; 
d. Pusat; 
e. Divisi; 
f. Penerbitan; dan 
g. Jurnal. 

 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administratif 

Pasal 9 
 

(1) Penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b 
dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan yang paling sedikit 
memuat: 
a. identitas pelanggar; 
b. jenis pelanggaran; 



c. waktu dan tempat pelanggaran; dan 
d. jenis sanksi yang dijatuhkan dan yang akan dijatuhkan 

apabila melakukan pelanggaran lagi 
(2) Penjatuhan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dituangkan 
dalam Surat Keputusan Dekan yang paling sedikit memuat: 
a. identitas pelanggar; 
b. jenis pelanggaran; 
c. waktu dan tempat pelanggaran; dan 
d. jenis sanksi yang dijatuhkan. 

(3) Penjatuhan sanksi berupa skorsing sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: 
a. identitas pelanggar; 
b. jenis pelanggaran; 
c. waktu dan tempat pelanggaran; dan 
d. jenis sanksi yang dijatuhkan. 

 

BAB VI 
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban 
Pasal 10 

 
(1) Setiap orang yang berada di lingkungan Fakultas berhak 

mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan bebas 
dari asap rokok. 

(2) Setiap orang yang berada di lingkungan Fakultas berkewajiban 
mematuhi peraturan KTR. 

 
Bagian Kedua 

Peran Serta Masyarakat 
Pasal 11 

 

Setiap orang yang berada di lingkungan Fakultas berhak untuk 
berperan serta dalam penegakan peraturan KTR yang dapat 
diwujudkan dalam bentuk:  



a. menegur orang yang melanggar peraturan KTR; dan/atau 
b. melaporkan orang yang melanggar peraturan KTR kepada 

BKKA dan/atau Satpam. 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
 

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Fakultas ini, maka 
Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Rokok di 
Lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di  : Yogyakarta 
Pada Tanggal  : 20 Agustus 2015 
 
Dekan,  

 
 

 
DR. AUNUR ROHIM FAQIH, SH.,M.HUM 



Form Laporan Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok 
 
 

LAPORAN PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
 

 

1. Identitas Pelanggar: 

a. Nama     : …………………………………………………………….. 

b. Pekerjaan : …………………………………………………………….. 

c. Unit Kerja : …………………………………………………………….. 

 

2. Jenis Pelanggaran: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Waktu dan Tempat Pelanggaran: 

a. Waktu  : hari:……….. tgl: …………………Pukul: ……………… 

b. Tempat : …………………………………………………………………… 

………………………………….……………………………….. 
 

                                                      Yogyakarta, …………… 
           Pelapor 
           (Nama & tanda tangan) 
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Lampiran 12 
PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
NOMOR: 3 TAHUN 2016 

TENTANG 
PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA 

PROGRAM SARJANA (STRATA 1)  
 
 

Bismillahirrohmanirrohiim 
 

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 
 
 

Menimbang : 1. bahwa sebelum menyelesaikan studi di 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia setiap 
mahasiswa diwajibkan untuk menulis Tugas 
Akhir; 

2. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, 
perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia tentang 
Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Sarjana (Strata 1); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 

3. Statuta UII Tahun 2009;  
4. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia 

Nomor: 05/PR/REK/BPA/III/2014 tentang 
Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 
Program Strata Satu dan Diploma III di 
Ligkungan Universitas Islam Indonesia; 

5. Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam 



Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penilaian Pembelajaran pada 
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG 
PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA PROGRAM SARJANA (STRATA 1).  
 
 

Pasal 1 
 

(1) Penulisan Tugas Akhir (TA) mahasiswa program sarjana 
(Strata 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
dilakukan berdasarkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir 
Program Sarjana (Strata 1) Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia. 
 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum  
dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Dekan ini. 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada pada tanggal 
diundangkan. 
 

Ditetapkan di : Yogyakarta 
   Pada tanggal : 1 September 2016 
                                                                                  Dekan, 
 
 
                                       Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.  



Lampiran 13 

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2017 
TENTANG 

PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM 

 

Bismillahirrahmanirrahim 
  

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 
Menimbang 
 

: a. 
 
 

bahwa keberadaan dosen pembimbing akademik 
merupakan ketentuan yang dipersyaratkan 
sebagaimana diatur pada instrumen borang 
akreditasi program studi serta ketentuan tentang 
beban kinerja dosen; 

  b. 
 
 
 
c. 

bahwa keberadaan dosen pembimbing akademik 
diperlukan guna membantu mahasiswa dalam 
menyelesaikan studi tepat waktu; 
bahwa diperlukan adanya pedoman sebagai dasar 
pembimbingan mahasiswa pada Program Studi S1 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia; 

  d. 
 
 
 
 
 
 
 
e. 
 
 
 
 

bahwa Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia Nomor: 07/PK/Div.URT/60/XII/2012 
tentang Pedoman DPA dalam Bimbingan Mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia perlu 
disesuaikan dengan dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 
nasional dan peraturan yang berlaku di Universitas 
Islam Indonesia; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman 
Pembimbingan Akademik Mahasiswa Program Studi 
S1 Hukum; 



    
Mengingat : 1

. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

  2
. 
 
3
. 

Surat Dirjen Dikti Nomor 3298/D/T/99 tentang 
Beban Kerja Normal seorang Dosen Tetap; 

Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998 
tentang Pedoman Kemahasiswaan di Perguruan  
Tinggi; 

  4
. 

SK Rektor UII Nomor 146/B.6/Rek/VIII/1999 
tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan 
Universitas Islam Indonesia;   

Menetapkan :  MEMUTUSKAN 
PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG 
PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK 
MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 HUKUM. 

 
Pasal 1 

Pembimbingan Akademik Mahasiswa pada 
Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia dilakukan 
berdasarkan Pedoman Pembimbingan Akademik 
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia. 

 
Pasal 2 

Pedoman Pembimbingan Akademik pada 
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Dekan ini. 

 
 



 
 

 
: 

Pasal 3 
Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, 
Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
No.: 07/PK/Div.URT/60/XII/2012 tentang  Pedoman 
DPA dalam Bimbingan Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
Pasal 4 

Peraturan Dekan ini mulai diberlakukan satu bulan 
setelah tanggal ditetapkan. 

 
 

 
            Ditetapkan di  :  Yogyakarta 
            Pada tanggal   : 15 Rajab 1438 H                                    

                                                        13 April 2017 M 
                                         DEKAN,    
 
 
 
 
 

DR. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H.,M.Hum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 14 

 
 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Jl. Tamansiswa 158 PO. BOX, 1133 Tel, (0274) 3791 78 Fax, 377043 
Yogyakarta 55151 

 
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YQGYAKARTA 

Nomor: 51/SK/Dek/VII/2006 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UII 
NOMOR: 61/Dek-60/H/V/2001 TENTANG 

KODE ETIK UMUM DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 

 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia setelah: 
 

Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi, 
misi dan tujuan Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia diperlukan perubahan kode 
etik umum dosen, karyawan dan mahasiswa 
Fakultas Flukum Universitas Islam Indonesia. 

  2. bahwa kode etik sesuai SK Dekan No.61/Dek-
60/H/V/2001perlu ada perubahan dan 
penyesuaian. 

  3. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 2, 
diperlukan penetapari melalui surat keputusan 
Dekan. 

 

Mengingat : 1. Peraturan Badan Wakaf UII No. 01 Tahun 
1998 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

  2. Surat Keputusan Dekan No. 84/Dek/VIII/l999 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Program Sarjana Ilmu Hukum. 



Memutuskan/Menetapkan : 
  1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UII 

Tentang Perubahan atas SK Dekan Nomor: 
61/Dek-60/H/V/2001 Tentang Kode Etik 
Umum Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa 
Fakultas Hukum UII.  

  2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

 
DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA 
PADA TANGGAL : 11 JULI 2006 

 
Dekan, 

 
 
 
 
Dr. MUSTAQIEM, S.H., M.Si. 
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Lampiran S.K. Dekan FH-UII. 
Nomor : 51/SK/Dek/VII/2006. 
Tanggal : 11 Juli2006. 
 

PERUBAHAN ATAS S.K. DEKAN 
NOMOR: 61/DEK-60/H/2001 

TENTANG KODE ETIK UMUM BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASISWA 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. 

 

1. KODE ETIK DOSEN 
 1.1. Dalam ruang Kuliah. 

1. Dosen laki-laki berpakaian rapi, sopan, dan 
bersepatu. 

2. Dosen wanita berbusana muslimah, dan bersepatu. 
3. Mulai dan mengakhiri kuliah tepat wakti: dan 

dengan berdo'a. 
4. Sopan, jujur, sabar dan tegas dalam menjalankan 

tugas. 
5. Menyampaikan kuliah berdasar Satuan Acara 

Perkuliahan. 
6. Memberi motivasi belajar dan berprestasi kepada 

mahasiswa. 
7. Menjaga kondusifitas dan ketertiban kuliah; 
8. Tidak merokok selama memberikan kuliah. 
9. Menegur dan memperingatkan mahasiswa yang 

tidak mentaati tata-tertib. 
10. Memberitahu Fakultas apabila berhalangan 

memberi kuliah dan mengganti kuliah dilain waktu. 
11. Memeriksa.dan memberi nilai secara objektif 

terhadap ujian dan tugas akademik mahasiswa. 
12. Memegang teguh rahasia soal yang akan diujikan. 
13. Menyampaikan nilai ujian tepat waktu. 

 

1.2. Bidang Penelitian 
1. Aktif melakukan kegiatan penelitian. 
2. Mentaati peraturan penelitian yang berlaku. 



3. Menjaga kualitas dan kejujuran penelitian. 
4. Menyelesaikan penelitian tepat waktu. 
5. Menyerahkan laporan penelitian. 
6. Mempublikasikan dan bertanggungjaab atas 

keaslian hasil penelitian.  
 

1.3. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Da'wah. 
1. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan da'wah. 
2. Mentaati peraturan pengabdian masyarakat dan 

da'wah. 
3. Menjaga kualitas, kejujuran dan bertanggungjawab 

dalam pengabdian masyarakat dan da'wah. 
4. Mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. 
5. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. 
6. Menjaga nama baik diri dan institusi UII.  

 

1.4. Di dalam dan diluar kampus. 
1. Datang dan pulang kantor sesuai dengan peraturan. 
2. Disiplin dalam menjalankan tugas. 
3. Melaksanakan tugas dengan baik, tegas, rendah 

hati, penuh perhatian dan bertanggungjawab. 
4. Memegang rahasia yang menurut sifatnya harus 

dirahasiakan 
5. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan 

pribadi, kelompok maupun golongan. 
6. Turut mengawasi, menjaga dan merawat fasilitas 

kampus. 
7. Memberi dan menjawab salam-ketika berjumpa. 
8. Taat beribadah. 
9. Berakhlak mulia dan menjadi uswatun khasanah. 
10. Ikhlas, tekun, rajin, bersyukur, bijaksana, kreatif, 

dan beramal shaleh. 
11. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. 
12. Menjaga nama baik diri dan UII. 
13. Tidak melakukan perbuatan maksiat. 
14. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. 
 



2. KODE ETIK KARYAWAN. 

2.1. Di dalam Kampus. 

1. Datang dan pulang kantor sesuai peraturan. 
2. Memberi dan menjawab salam ketika berjumpa. 
3. Karyawan berpakaian rapi, sopan. dan bersepatu. 
4. Karyawati berbusana muslimah dan bersepatu. 
5. Bekerja dengan ikhlas, jujur, cermat, rapi, dan 

bersemangat. 
6. Disiplin dan tepat waktu dalam menjalankan dan 

menyelesaikan tugas. 
7. Memberikan pelayanan dengan ramah, jujur, cermat, 

cepat dan tegas. 
8. Memegang teguh rahasia apa yang harus 

dirahasiakan. 
9. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan 

pribadi, kelompok atau golongan. 
10. Mengawasi, menjaga, dan merawat fasilitas fakultas. 
11. Mentaati peraturan dan tata tertib UII. 
12. Taat beribadah. 
13. Berakhlak mulia dan menjadi uswatun khasanah. 
14. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. 
15. Tidak melakukan perbuatan maksiat. 
16. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.  

 

 2.2. Di luar Kampus. 

1. Berakhlak mulia dan sebagai uswatun khasanah. 
2. Menjaga nama baik diri dan UII. 
3. Taat beribadah. 
4. Berda'wah dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan 

dan keagamaan. 
5. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. 
6. Tidak melakukan perbuatan maksiat. 
7. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. 
 
 



3. KODE ETIK MAHASISWA. 

 3.1. Di dalam ruang kuliah. 
1. Mahasiswa berpakaian rapi, sopan. bersepatu, tidak 

memakai kaos tanpa krah, tidak ber-anting-2 atau 
sejenisnya, dan rambut tidak dikucir rambutnya. 

2. Mahasiswi berpakaian busana muslimah dan 
bersepatu. 

3. Menjawab dan memberi salam waktu berjumpa. 
4. Aktif dan tertib mengikuti kuliah.. 
5. Mengikuti bacaan do'a pembuka dan penutup kuliah 

dengan khidmat.. 
6. Menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. 
7. Tidak merokok. 
8. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. 
 

 3.2. Di dalam kampus. 
1. Mahasiswa berpakian rapi, sopan, bersepatu, dan 

tidak memakai kaos tanpa krah, tidak beranting-
anting atau sejenisnya, tidak berkalung, dan rambut 
tidak dikucir. 

2. Mahasiswi berpakaian busana muslimah dan 
bersepatu. 

3. Menjawab dan meberi salam jika berjumpa. 
4. Menjaga nama baik diri dan UII. 
5. Berakhlakul-karimah dan sebagai uswatun-khasanah. 
6. Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan UII. 
7. Melakukin amar ma'ruf nahi munkar. 
8. Mentaati peraturan complain nilai. 
9. Mentaati, menjaga ketertiban dan kebersihan 

kampus. 
10. Turut mengawasi dan menjaga fasilitas kampus. 
11. Taat beribadah. 
12. Mengikuti kegiatan keagamaan. 
13. Tidak melakukan perbuatan maksiat. 
14. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. 



 3.3. Di luar kampus. 
1. Menjaga nama baik diri dan UII.. 
2. Berda'wah dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan 

dan keagamaan. 
3. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. 
4. Taat beribadah. 
5. Berakhlak mulia dan menjadi uswatun - khasanah. 
6. Tidak melakukan perbuatan maksiat. 
7. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. 
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